Anatomi Korupsi 

PEMERINTAHAN Presiden Susilo Bambang Yudoyono berhak mendapat acungan jempol untuk kegigihannya memberantas korupsi. Sekalipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turun ke lapangan dan melakukan gebrakan-gebrakan, tak mungkin hasilnya bagus tanpa lampu hijau Presiden, khususnya dalam penanganan kasus-kasus besar yang menyangkut orang-orang besar. Dalam rangka peringatan ulang tahunnya ke-2, tahun 2005, KPK di depan sejumlah wartawan senior mengemukakan harapan agar mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi tokoh-tokoh besar yang waktu itu masih terkatung-katung. KPK juga mengemukakan tentang keterlibatan sejumlah tokoh yudikatif, dari pejabat di Mahkamah Agung sampai ke jajaran penegak hukum dan ketertiban di bawahnya. 
Kita tentu gembira Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik 0,3 dibandingkan dengan tahun 2007, menjadi 2,6. Kita menempati urutan ke-126 dari 180 negara yang diteliti kadar korupsinya. Memang urutannya masih jauh di bawah, tetapi paling tidak ada kemajuan. Semua akan berhasil kalau lampu hijau pemegang keputusan terus menyala. 
Masalahnya, ada saja yang berpendapat, korupsi tidak selalu mengganggu politik dan ekonomi. Buku The Politics of Scarcity, karya Myron Weiner, menyatakan bahwa dengan memberi sogokan, pengusaha dapat secara lancar menjalankan bisnisnya. Uang lelah bisa membuka sikap ramah dan fleksibilitas yang berwenang. Tidak sedikit sarjana-sarjana sosial menyepakatinya. Ketika suatu kali, sekitar lebih dari dua dasawarsa lalu, Profesor Doktor Soemitro Djojohadikusumo (alm) menyatakan telah terjadi kebocoran pengeluaran negara sebesar 30%, tentunya secara tidak langsung dia menyatakan telah terjadi korupsi di kalangan pejabat negara. Serta-merta sejumlah orang penting di kabinet membantahnya dengan keras. "Kalau bocor sekian besar, apa mungkin ekonomi dan bisnis kita semaju sekarang?" Tanggapan itu sesuai teori Myron Weiner. Justru patgulipat itu yang membuat bisnis dan ekonomi lebih lancar, cerminan tradisi upeti yang dilanjutkan sampai sekarang. 
Syed Hussein Alatas dalam buku The Sociology of Corruption mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan korupsi: a) Tidak ada atau lemahnya kepemimpinan di jabatan-jabatan penting yang sebenarnya mampu memberi inspirasi dan pengaruh agar korupsi berkurang. b) Lemahnya penggunaan ajaran-ajaran agama dan etika. c) Kolonialisme yang tidak menumbuhkan loyalitas dan pengabdian yang diperlukan untuk menghambat korupsi. d) Kurang pendidikan. e) Kemiskinan. f) Tidak ada hukuman-hukuman keras. g) Lingkungan yang tidak mendukung sikap dan perilaku antikorupsi. h) Struktur pemerintahan. i) Perubahan radikal sistem nilai yang transisinya menumbuhkan korupsi. j) Situasi masyarakat. 
Meneliti faktor-faktor tadi, kita di Indonesia rupanya memiliki semua faktor yang mengakibatkan tumbuh kembangnya korupsi. Sebenarnya korupsi dilakukan manusia sejak zaman dulu. Menurut Alatas, banyak tokoh sejarah yang antikorupsi. Misalnya tokoh terkenal dalam ajaran Islam, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, yang hidup antara abad 8-9, sering dianiaya dan dipenjara oleh penguasa di zamannya karena menentang keras korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dia memandang rendah jabatan hakim yang selalu menjadi sasaran sogokan. Tokoh Islam lainnya Abdul Rahman Ibnu Khaldun, ahli sejarah dan kemasyarakatan yang juga terkenal antikorupsi. Dia pernah menduduki jabatan-jabatan penting, tetapi juga pernah mendekam di penjara. Ketika menjabat sebagai hakim, dia ingin menghapus korupsi, tetapi gagal dan malahan dipecat dari jabatannya. Menurut kesimpulan dia, korupsi menyebar karena orang senang hidup bermewah-mewah. 
Bagaimana hubungan korupsi dengan politik? Lee Kuan Yew menulis memoar From Third World to First (2000). Di dalamnya ada bab khusus tentang pemerintahan yang bersih. Dalam satu bagian dia menyatakan, memang mudah bicara tentang standar moral yang tinggi, tekad, dan keyakinan kuat untuk memberantas korupsi, tetapi tidak mudah menjalankan niat-niat bagus itu kalau para pemimpinnya tidak cukup kuat dan bertekad menindak mereka yang melanggar, tanpa pandang bulu. CPIB, Biro Investigasi Praktik Korupsi, harus didukung tanpa rasa takut atau rasa pilih kasih untuk memberlakukan peraturan. Masalahnya, di Asia, persenan, uang jasa, upah, uang lelah atau apa pun istilah setempat, adalah cara hidup. Orang menerimanya sebagai bagian dari kultur. 
Buku tahunan 1997 Institut Management Development World Competetiveness menetapkan negara tanpa korupsi diberi angka 10. Singapura dianggap yang paling kecil korupsinya di Asia, dengan angka 9,18, lebih unggul dari Hong Kong, Jepang, dan Taiwan. Tahun 1998, Transparency International, yang berkedudukan di Berlin, menempatkan Singapura pada urutan ke-7 di dunia karena di negeri tetangga kita itu tidak ada korupsi. 
Dalam kaitan dengan pemilihan umum, Lee menyatakan bahwa suatu prasyarat untuk membangun pemerintahan yang jujur adalah bila para kandidat tidak membutuhkan banyak biaya untuk bisa terpilih. Kalau tidak, akan terjadilah siklus korupsi. Kelemahan kebanyakan negara di Asia adalah tingginya biaya untuk pemilihan. Karena telah 
mengeluarkan biaya besar untuk bisa terpilih, para pemenang harus mendapatkan kembali dana itu dan juga mengumpulkan dana untuk pemilihan yang akan diadakan berikutnya. 
Singapura telah menghindari penggunaan biaya untuk bisa memenangkan pemilihan. Di lain pihak, Singapura telah menunjukkan bahwa sistem pemilihan yang bersih dan tanpa biaya membantu memelihara pemerintahan yang jujur. Namun, Singapura akan tetap bersih dan jujur hanya bila orang-orang yang memiliki kecakapan dan yang jujur bersedia bertanding dalam pemilihan untuk mendapatkan jabatan. 
Lee mengatakan, berangan-angan memang gampang. Melaksanakannya tidak gampang. Dia benar. Apalagi untuk Indonesia yang penduduknya sekitar 50 kali penduduk Singapura. Namun, kita tetap berusaha. Para pemimpin akan bersikap lebih keras dan tegas. Begitu pula hukum dan 
pengawasannya. 
Hukuman dan denda lebih berat akan membuat koruptor jera. Secara preventif, semua lubang kebocoran kita tutup. Sistem pemilihan yang membuat para kandidat takut maju sebaiknya kita ganti dengan yang tidak akan menggerakkan siklus korupsi. Semoga moral, etika, dan agama akan mencegah kita berwewah-mewah yang tidak sepantasnya.
